
Me gingat 

bahwa untuk menindaklanjuti ket ntuan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 T un 2019 ten tang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomen atur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Ked dukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi erta Tata Kerja 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Und g Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahe n 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah K ta Besar dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Tim~, Djawa Tengah, 
Djawa Barat, dan Daerah Isti ewa Djogjakarta, 
sebagaimana telah diubah deng Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang P ubahan Undang 
Undang Nomor 16 dan 17 Tah n 1950 tentang 
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di 
Djawa (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 
1954 Nomor 40, Tambahan embaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tah n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indon sia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beber pa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahuri 2014 tentang Pen rintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indon sia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

M nimbang 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E A 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 67 TAHUN 2020 

TENT ANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN F 

TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RA AT DAERAH 

WALIKOTA PEKALONGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 



RAKYAT DAERAH. 
PERWAKILAN 

KEDUDUKAN, 
FUNGSI SERTA 

PERATURAN WALIKOTA TENTAN 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DA 
TATA KERJA SEKRETARIAT DEW N 

M netapkan 

MEMUTUSKAN: 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 ahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotam dya Daerah Tingkat 
II Pekalongan, Kabupaten erah Tingkat II 
Pekalongan dan Kabupaten Daer h Tingkat II Batang 
(Lemba.ran Negara Republik Ind nesia Tahun 1988 
Nornor 42, Tambahan Lembar Negara Republik 
Indonesia Norno 3381); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 ahun 2016 ten tang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomo 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indo esia Nornor 5887) 
sebagaimana telah diubah engan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 20 19 tentang 
Perubahan Peraturan Pemerint Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 19 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia 
Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri omor 104 Tahun 
2016 tentang Pedoman Nome atur Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Da ah Provinsi dan 
Kabupaten/ Kota (Serita Negara epublik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1910); 

7. Peraturan Daerah Nomor 5 T un 2016 Tentang 
Pembentukan Dan Susunan Per gkat Daerah Kota 
Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 
Tahun 2016 Nomor 5) sebagai ana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota P kalongan Nomor 3 
Tahun 2020 tentang Perubah Atas Peraturan 
Daerah Nornor 5 Tahun 2016 Ten ang Pembentukan 
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan 
(Lembaran Daerah Kota Pekalo gan Tahun 2020 
Nomor 3); 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
D am Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Pekalongan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai uns r penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan ur an pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 



Pasal 4 
8 an susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaiman dimaksud dalam 

3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
d · Peraturan Walikota ini. 

Su unan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas: 
a. Sekretaris DPRD; 
b. Bagian Umum dan Keuangan 

1. Subbagian Program dan Keuangan; dan 
2. Subbagian Umum. 

c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 
1. Subbagian Kajian Perundang-undangan; dan 
2. Subbagian Persidangan, Risalah dan Publikasi. 

d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 
1. Subbagian Fasilitasi Penganggaran; dan 
2. Subbagian Fasilitasi Pengawasan. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 3 

secara 
kepada 
kepada 

ngjawab 
ngjawab 

Bagian Kesatu 
Kedudutan 

Pasal 2 
(1 Sekretariat DPRD adalah unsur pendJkung kelancaran pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi serta wewenang DPRD. 
(2 Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris 

teknis operasional berada di bawah dan bertan 
Pimpinan DPRD dan secara administratif 
Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA 

SEKRETARIAT DPRD 

3 Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekalon an . 
• 

4 Walikota adalah Walikota Pekalongan. 
5 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekal ngan. 
6 Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Pekalo gan. 
7 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dis gkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan. 
8 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jaba an fungsional yang 

terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabat fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. 



RD· ' PRD; 

Pasal 7 ayat (2), 
Pasal 8 

Dal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Ba ian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan program kerja bidang umum dan keuangan; 
b. perumusan bahan kebijakan bidang umurn dan keuang 
c. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD; 
d. penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian Sekretariat D 
e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keanggotaan 

Bagian Kedua 
Bagian Umum dan Keuangan 

Pasal 7 

(1) Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah an bertanggung 
jawab kepada Sekretaris DPRD. 

(2) Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas nyelenggarakan 
dukungan tugas dan fungsi bidang administrasi umum an perencanaan 
program serta keuangan DPRD. 

h. , pengevaluasian, 
ugas; dan 
ai dengan bidang, 

pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembina 
dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan ses 
tugas dan fungsinya. 

i. 

Pasal 6 
D lam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada asal 5, Sekretaris 
D RD menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang se retariat DPRD; 
b. perumusan kebijakan bidang sekretariat DPRD; 
c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi b dang administrasi 

umum dan perencanaan program serta keuangan; 
d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi DP D bidang legislasi; 
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fung i DPRD bidang 

penganggaran dan pengawasan; 
f. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan peng aluasian Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayan (SP); 
g. pengarahan pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), An isis Beban Kerja 

(ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); 

awasan. 

rencana program, 
erta administrasi 
tugas dan fungsi 

S 
1kretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggar an 

a ministrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian 
k giatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja 
k uangan dan pengoordinasian penyelenggaraan dukung 
D RD di bidang legislasi dan bidang penganggaran dan pen 

pengelolaan 

BAB III 
TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Sekretaris DPRD 

Pasal 5 



Paragraf 1 
Subbagian Program dan Keuangan 

Pasal 9 

(1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang dalam meiaksanakan tugasnya berad di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Ke angan. 

(2) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang program dan ke angan; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang program dan keu gan; 
c. menyusun bahan perencanaan; 

Sekretariat 

pe tanggungjawaban t. penyelenggaraan pengevaluasian laporan 
pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD; 

u. pengoordinasian dan pengevaluasian laporan 
DPRD; 

v. penyelenggaraan pengevaluasian pengadministrasi dan akuntansi 
keuangan Sekretariat DPRD; 

w. penyelenggaraan penyusunan laporan kinerja dan an Sekretariat 
DPRD; 

x. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB , Analisis Beban 
Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); 

y. perencanaan dan pelaporan Standar Operasional Pro edur (SOP) dan/ 
atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; 

z. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelap ran pelaksanaan 
kegiatan; dan 

aa. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpin sesuai dengan 
bidang tugas dan fungsinya. 

f penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota 
DPRD; 

g penyelenggaraan pengelolaan tenaga ahli sesuai engan kebutuhan 
DPRD; 

h penyelenggaraan penyediaan fasilitasi fraksi DPRD; 
i. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebut han rumah tangga 

DPRD; 
J. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sar a dan prasarana 

DPRD; 
k. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yan menjadi tanggung 

jawab DPRD; 
1. penyelenggaraan penyusunan perencanaan anggaran kretariat DPRD; 
m penyelenggaraan pengevaluasian bahan aan anggaran 

Sekretariat DPRD; 
n. penyelenggaraan verifikasi perencanaan kebutuh rumah tangga 

Sekretariat DPRD; 
o. penyelenggaraan verifikasi kebutuhan perlengkapan se etariat DPRD; 
p. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat PRD; 
q. penyelenggaraan pengelolaan keuangan Pimpin Anggota dan 

Sekretariat DPRD; 
r. pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPR 
s. penyelenggaraan verifikasi pertanggungjawaban keu gan Sekretariat 

DPRD; 



Paragraf 2 
Subbagian Umum 

Pasal 10 

(1 Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subb ian yang dalam 
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertangg ngjawab kepada 
Kepala Bagian Umum dan Keuangan. 

(2 Subbagian Umum mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang umum; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang umum; 
c. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas kretariat DPRD 

dan pimpinan DPRD; 
d. melaksanakan kearsipan; 
e. menyusun rencana kerja operasional pelayanan 

administrasi kepegawaian; 
f. menyusun bahan administrasi kepegawaian; 
g. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyedi an tenaga ahli; 
h. menyusun bahan administrasi pembuatan daftar u t kepangkatan 

dan formasi pegawai, 
i. melaksanakan pengaturan dan pemeliharaan ke ersihan kantor 

komplek Sekretariat DPRD; 
j. melaksanakan pengaturan dan pemeliharaan halam dan taman di 

komplek Sekretariat DPRD; 

keuangan; 
dar Operasional 
idang tugasnya; 

I. 

i. 

d. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (R dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran(DPA) baik murni maupun p rubahannya; 

e. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga PRO; 
f. menyusun perencanaan kebutuhan perlengkapan ekretariat DPRD; 
g. menyusun perencanaan verifikasi keuangan; 
h. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keu gan; 

melaksanakan koordinasi kepada Pejabat Pelaksa a Teknis Kegiatan 
(PPTK), Bendahara dan pernbantu Pejabat Pemerik a Keuangan (PPK) 
untuk pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat 
Perintah Membayar (SPM) Uang Persedian dan/ata Ganti Uang (GU) 
dan/atau Tambahan Uang dan/atau Langsung (LS) 

j. melaksanakan verifikasi perencanaan kebutuhan r mah tangga; 
k. melaksanakan verifikasi kebutuhan perlengkapan s kretariat DPRD; 

menyusun perencanaan penatausahaan keuangan; 
m. menyusun pengadministrasian dan pembukuan ke angan; 
n. melaksanakan koordinasi kepada Pejabat Pelaksan Teknis Kegiatan 

(PPTK), dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggung 
jawaban keuangan; 

o. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpin , Anggota dan 
Sekretariat DPRD; 

p. menganalisis laporan keuangan dan laporan kinerja 
q. menyusun Japoran pertanggungjawaban pengelola 
r. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) 
dan 

s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 



am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asal 11 ayat (2) 
ian Persidangan dan Perundang-undangan menyelengg akan fungsi: 

a. perumusan program kerja bidang persidangan an perundang- 
undangan; 

b. perumusan bahan kebijakan bidang persidangan an perundang- 
undangan; 

c. penyelenggaraan kajian perundang-undangan; 
d. penyelenggaraan fasilitasi penyusunan program pemben ukan peraturan 

daerah; 
e. penyelenggaraan fasilitasi penyusunan Naskah Aka emik dan draf 

Raperda inisiatif; 
f. penyelenggaraan verifikasi. evaluasi dan analisis pro k penyusuno.n 

peraturan perundang-undangan; 
g. perumusan bahan draf Rancangan Peraturan Daerah (R erda) Inisiatif; 
h. penyelenggaraan fasilitasi persidangan; 
i. penyelenggaraan penyusunan risalah rapat; 
J. pengoordinasian pembahasan Rancangan Peraturan Dae ah (Raperda); 

Bagian Ketiga 
Bagian Persidangan dan Perundang-undang 

Pasal 11 
(1 Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipim in oleh seorang 

Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya erada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. 

(2 Bagian Persidangan dan Perundang-undangan m mpunyai tugas 
menyelenggarakan dukungan tugas dan fungsi DPRD di bidang legislasi. 

Pasal 12 

gedung; 
nalists Jabatan 

batan (EVJAB); 
dar Operasional 

para 

pertemuan; 
m. melaksanakan pengadaan barang dan jasa kebut an perlengkapan 

sekretariat DPRD; 
n. melaksanakan pendistribusian dan peng ndalian bahan 

perlengkapan; 
o. melaksanakan perencanaan pemeliharaan alat-alat perlengkapan; 
p. melaksanakan pengelolaan barang untuk kepe luan DPRD dan 

Sekretariat DPRD; 
q. melaksanakan pengaturan pemeliharaan dan p ngelolaan bahan 

bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD; 
r. melaksanakan pengaturan penggunaan kendaraa 

pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat 
s. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana d 
t. melaksanakan pengelolaan penyusunan laporan 

(ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi J 
u. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) 
dan 

v. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegia 

k. rnelaksanakan pengaturan dan pengelolaan k amanan komplek 
Sekretariat DPRD; 

1. melaksanakan fasilitasi penyiapan tempat dan 



j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat ·. 

Paragraf 2 
Subbagian Persidangan, Risalah dan Publik 

Pasal 14 
(1) Subbagian Persidangan, Risalah dan Publikasi dipim in oleh seorang 

Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian rsidangan dan 
Perundang-undangan. 

(2) Subbagian Persidangan, Risalah dan Publikasi mempun 
a. menyusun rencana kegiatan bidang persidang dan 

publikasi; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang persidang , risalah dan 

publikasi; 
c. menyusun perencanaan program dan jadwal rapat d sidang; 
d. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat; 
e. menyusun materi dan/ atau/bahan rapat DPRD; 

( ) Subbagian Kajian Perundang-undangan dipimpin ole 
Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bera 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidang 
undangan. 

( ) Subbagian Kajian Perundang-undangan mempunyai tu 
a. menyusun rencana kegiatan bidang kajian perund g-undangan; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang kajian perunda -undangan; 
c. melaksanakan kajian perundang-undangan; 
d, menyusun konsep bahan penyusunan Naskah Akad mik; 
e. menyusun bahan analisis produk penyusunan peru dang-undangan; 
f. menyusun konsep bahan penyiapan draf Peratur Daerah (Perda) 

inisiatif; , 
g. menyusun bahan pembahasan Peraturan Daerah (P rda); 
h. menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM); 
1. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St dar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) idang tugasnya; 
dan 

seorang Kepala 
a di bawah dan 
dan Perundang- 

Paragraf 1 
Subbagian Kajian Perundang-undangan 

Pasal 13 

penyelenggaraan verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi Daftar 
Inventaris Masalah (DIM); 

l penyelenggaraan verifikasi, pengoordinasian dan evalu si risalah rapat; 
penyelenggaraan hubungan masyarakat; 
penyelenggaraan publikasi; 
penyelenggaraan keprotokolan; 
perencanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ 
atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; 
pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelap ran pelaksanaan 
kegiatan; dan 

r pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpin sesuai dengan 
bidang tugas dan fungsinya. 



aspirasi 

si pembahasan 
Sementara (KUA 

Prioritas Plafon 

j. 

i. 

f. 

pengawasan; 
c. penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordin 

Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran 
PPAS) dan/ atau Kebijakan Urnum Perubahan Anggar 
Anggaran Sementara (KUPA PPAS); 

d. penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordin si Pembahasan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan£tau Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP); 

e. penyelenggaraan fasilitasi, venfikasi, dan koordin si pembahasan 
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) per ggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APt); 
penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordin si pembahasan 
laporan semester pertama dan prognosis enam bulan be ikutnya; 

g. penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordin pembahasan 
laporan keterangan pertangungjawaban kepala daerah; 

h. penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordin pernbahasan 
terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pern riksa Kcuangan 

Republik Indonesia; 
penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan 
masyarakat; 
penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rum an rapat dalam 
rangka pengawasan; 

Pasal 16 
am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asal 15 ayat (2), 

B ian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelen arakan fungsi: 
a perumusan program kerja bidang fasilitasi pe ganggaran dan 

pengawasan; 
b perumusan bahan kebijakan bidang fasilitasi pe ganggaran dan 

empunyai tugas 
PRO di bidang 

( ) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipi pin oleh seorang 
Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya ber da di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. 

( ) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 
menyelenggarakan dukungan tugas dan fungsi 
penganggaran dan pengawasan. 

dar Operasional 
bidang tugasnya; 

D; 

f. melaksanakan fasilitasi rapat-rapat DPRD; 
g. menyusun bahan rancangan Rencana Kerja DPRD; 
h. menyusun bahan komunikasi dan publikasi; · 
i. menyusun bahan administrasi kunjungan kerja D 
j. menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD; 
k. menyusun rencana kegiatan DPRD; 
1. menyusun rencana keprotokolan pimpinan DPRD; 
m. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) 
dan 

n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Bagian Keempat 
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengaw 

Pasal 15 



Paragraf 1 
Subbagian Fasilitasi Penganggaran 

Pasal 17 
(1 Subbagian Fasilitasi Penganggaran dipimpin oleh seorang Kepala 

Su bbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bera a di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi P nganggaran dan 
Pengawasan. 

(2 Subbagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang fasilitasi pengan aran; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang fasilitasi pengan~aran; 
c. menyusun perencanaan pembahasan Kebijakan ~mum Anggaran 

Prioritas Plafon Angga.ran Sementara (KUA PP S) dan/ atau/ 
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas lafon Anggaran 
Sementara (KUPA PPAS); 

d. menyusun bahan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah 
(APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja D erah Perubahan 
(APB DP); 

e. menyusun bahan pembahasan Rancangan Daerah 
(Raperda) pertangungjawaban pelaksanaan Angg an Pendapatan 
Belanja Daerah (APBD); 

f. menyusun bahan pembahasan laporan semeste pertama dan 
prognosis enam bulan berikutnya; 

g. menyusun bahan pembahasan lapor keterangan 
pertanggungjawaban kepala daerah; 

h. menyusun bahan pembahasan terhadap tind lanjut hasil 
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik I donesia; 

i. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Stan ar Operasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pclayanan (SP) toang tugasnya; 
dan 

j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan 

penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordi asi pelaksanaan 
penegakan kode etik DPRD; 
penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koors inasi dukungan 
pengawasan penggunaan anggaran; 
penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordi as! pengawasan 
pelaksanaan kebijakan; 
penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi p nyusunan pokok 
pqkok pikiran DPRD; 
penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan persetujuan 
kerjasama daerah; 
perencanaan dan pelaporan Standar Operasional Pro edur (SOP) dan/ 
atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; 
pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelap ran pelaksanaan 
kegiatan; dan 

r pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpin sesuai dengan 
bidang tugas dan fungsinya. 



Bagian Kelima 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 19 
(1) Pada Sekretariat DPRD dapat dibentuk Kelompok Jabat Fungsional. 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaks d pada ayat (1) 

terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjangjabatan fung ional yang terbagi 
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahli nya. 

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di 
(1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebag imana dimaksud 
ayat ( 1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan perat ran perundang 
undangan. 

(5) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsio al sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ket ntuan peraturan 
perundang-undangan. 

(6) Pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan ola hubungan 
kerja Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di aksud ayat (1) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-un angan. 

(7) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas d bertanggung 
jawab kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian d / atau Kepala 
Subbagian sesuai jenis dan jenjang jabatannya memiliki 
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsion 

Operasional 
idang tugasnya; 

an aspirasi; 

pejabat 

aan anggaran; 
ode etik DPRD; 

Paragraf2 
Subbagian Fasilitasi Pengawasan 

Pasal 18 

1) Subbagian Fasilitasi Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya ber da di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi enganggaran dan 
Pengawasan. 

( ) Subbagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang fasilitasi penga asan; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang fasilitasi penga asan; 
c. melaksanakan kajian ulang rumusan rapat dalam rangka 

pengawasan; 
d. menyusun bahan rapat-rapat internal DPRD; 
e. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan 
f. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggu 
g. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijak 
h. melaksanakan fasilitasi reses DPRD; 
i. menyusun perencanaan kegiatan hearing/ dialo 

pemerintah dan masyarakat; 
j. menganalisis data dan/ atau bahan dukungan jarin 
k. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD; 
I. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DP 
m. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) 
dan 

n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 



jabatannya dan 
pejabat baru 

Pasal 24 
Pej bat yang ada pada Sekretariat DPRD tetap mendudu 
mel sanakan tugasnya sampai dengan ditetapkanny · 
ber asarkan Peraturan Walikota ini. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 23 
U aian tugas Sekretariat DPRD diatur lebih lanjut d gan Peraturan 
W ikota tersendiri. 

BABY 
KETENTUAN LAIN LAIN 

masing-rnasing. 
(2 Setiap laporan yang diterima dapat diolah dan dipe unakan sebagai 

bahan untuk penyusunan Japoran lebih lanjut dan u tuk memberikan 
petunjuk kepada bawahan masing-masing. 

(3 Setiap laporan Sekretariat DPRD tembusannya dapat dis paikan kepada 
perangkat daerah lain yang secara fungsional mempuny hubungan kerja. 

paikan laporan 
kepada atasan 

Pasal 22 
Setiap pimpinan pada Sekretariat DPRD wajib meny 
pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat wak 

Pasal 21 
( ) Sekretaris DPRD wajib mengawasi bawahan dan m ngambil langkah 

langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan pe ndang-undangan 
yang berlaku apabila terjadi penyimpangan. 

( ) Sekretaris DPRD bertanggung jawab memimpin dan engoordinasikan 
bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahan. 

(.) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian masing-rnasing ertanggung jawab 
memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk ke ada bawahannya 
serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas enurut jenjang 
jabatannya masing-masing. 

alam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD wajib enerapkan prinsip 
oordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi se ara vertikal dan 

, orizontal baik di lingkungan masing-masing maupun d ngan instansi lain 
esuai dengan tugasnya 

BAB IV 
TATA KERJA 

Pasal 20 
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iundangkan di Pekalongan 
ada tanggal 30 November 2020 

CHFUDZ M. SAELANY 

Ttd 

LONGAN, WALIKOTA 
Cap 

Ditetapkan di Pe ongan 
pada tanggal 30 No ember 2020 

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengu angan Peraturan 
alikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah ota Pekalongan. 

Pasal 26 

eraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diund 

ada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, P raturan Walikota 
ekalongan Nomor 65 Tahun 2018 ten tang Kedudukan, S sunan Organisasi 
ugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan erwakilan Rakyat 
aerah (Serita Daerah Kata Pekalongan Tahun 2018 Norn r 66), dicabut dan 
inyatakan tidak berlaku. 

BAB Vll 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 
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